
SALINAN

CUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN OUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/205 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS PROVINSI PAPUA TENCAH TAHUN 2025

Menimbang

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi
di Provinsi Papua Tengah, perlu dilakukan percepatan
pembangunan melalui program percepatan
pembangunan proyek strategis;

b. bahwa dalam rangka implementasi program pencegahan
korupsi terintegrasi pemerintah daerah dan pencapaian
target aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Provinsi
Papua Tengah, perlu menetapkan proyek strategis
Provinsi Papua Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Penetapan Proyek strategis
Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25;

1. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OO1 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan [rmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 202 I tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah ([rmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2A22 kntang Cipta kerja menjadi Undang-Undang
(l,embaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang .... I 2
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3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tcntang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan
Negara republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2019 tentang
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakan Otonomi Khusus Papua (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tetang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun
2O22 teniang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022
Nomor 4);

9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun
2024 tentang Rencana Ke{a Pemerintah Daerah Provinsi
Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2024 Nomor 37);

10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahul
2025 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Ang;aran
Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSI(AN:

Proyek Strategis Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Gubernur ini.

KEDUA: ..../3
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Gubernur ini mulai berlaku pada tanggalKEDUA Keputusan
ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal l5 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENCAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM,

NURUNG, S.H., M.H.
760608200212rO02

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. lnspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tengah

di Nabire;
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUEIERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 10O.s.3.1/205 TAHUN 202s
TENTANG
KECIATAN STRATEGIS PADA PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
ANCGARAN 2025

DAF"I'AR PROYEK STRATEGIS

N() NAMA SUR
KEGIATAN

Pengadaan Gedung
Kantor atau
Bangunan l.ainnya

PAKE-I
BELAN.-'A

SU MBER
DANA

OPD

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan

Rakyat

I SPESIFIKASI

Konstruksi Rancang
Bangun Desain
Pembangunan 2 Tower
Gedung Perkantoran
Pcm v. Pa u:r Tc
Konstruksi Rancang
Bangun Desain
Pembangunan 2 Tower
Gedung Perkantoran
Pem ua Ten
Manajemen Konstruksi
Pembangunan 2 Tower
Gedung Perkantoran
Pem rov. Pa ua Te
Pembangunan
Peningkatan SPAM

}IARGA SATUAN ToTAI- }]AR(iA

Pembangunan 2
Tower Gedung
Perkantoran

DBTI

IUPK

DTI-Papua-Air
Bersih

1 Paket 88.826.OOO. O00,00 8n.826.000.000,00

1 Paket 9.2 t 5. 176.200,00 9.215.176.200,00

12.ooo.o00,00 30.083.771 .OO0,00

Pengadaan Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

Pembangunan 2
Tower Gedung
Perkanloran

Pembangunan
SPAM Bandara
Karadiri

2506,
9809 1666667

SR

Pembangunan
Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan
di Kawasan Strategis
ft'ovinsi
Rekonstruksi Jalan Belanja Modal

.Ialan Provinsi
DT[-Papua-
Pendanaan

Pembangunan
Infrastruktur
t'q$:,!11-r,,eg!

DAU

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan

Rakyat

4,5893592
244797 Kr

5.27 I .300.O00,00 24.173.444.O28,OO

I

2

3

4

a)

1 Pakct

IUPK

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan

Rakyat

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan

Rakyat

Dinas Pekedaan
Umum dan
Perumahan

at

Pemb;.t n.Jalan Pcmlrrr I)inas Ptlkerjaan 1 Pir kct

-KoEnrsrEN l-

_l
I

I

I (Rpl I (Rpl_, .'-]
| 

3o0.00o.000.ooo,00 
| 

300.000.000.000,00 
Il,l

Pengadaan Cedung j Pembangunan 2
Kantor atau lTower Gedung
Bangunan Lainnya I Perkantoran

I

I

I

-, 
t

I

6 1 20.000.ooo.ooo,o0 I 20.000.000.000,o0 ;



{:.

PP,fO-rDE
a- lFdr
rDc:

'o r, .u
oDolaa
o. =q+6 [xo 6'ED
:,5

o
I

F

!,

5

i{13 Fs
=itr A X A r-
IlgiE ig

H T: i EIetrI5t
--+- -

C
7.

C
I

'E...5 i r, .-a! =!)t a! in13 .,lFa atr ! C rltr ! tr,ii 3 +i?i 3

-;6'Ji-dE-
5I El 5 5

B]
5

o-|

)o
m
D

!
il

s5CD
7t.,(F
E

9
.i,s6*71(,+=: T

=$-r- n i:.i.

F

UFoi:
ts.3

FTF
;1€
)a
E'5c
3l,!.<".o
E:CD3

trm

-xt.{B 3Dxdt x6
:5q

(.'o
t5
u.

{;
i=

iI
I

n:

{
=
T

r
I

--ir:rp': a! 3

,a"d;
CJ
o5
r

FdFF
3-5E 5-

xoEc
Egq 3

i-!E 
''n!3

,ll:
:m
{5oo)

,e

-oa

o=
U

iifD
'iC

o

.1,

ts

-l x -u -o 'E!)! g 3 3
or ar-= 1
'e tt I )-c
-D 5 !l r

3?iE
r;;5i :r5 r-
:F$xrt
PfJ=
'!rf50-

r
D

c,

D

a
c

o
G

,c
0)

a

c0

I
C

C

z
(.
z

?

+:-

€\t
o

I
t\Jc
N
t')

o
N

l.J

5
Po.co
UI U'

x5

x
o
E.

F
OJ
(rl

b
c
oc

F
,9J

o
,^

:-

a
C

j!
\.
-.1

,..

;-

c

l\.,
:l
ll
:-

\.)
UI

o
1^
o

!.){
UI

;.

:

.,J

b'o
l.)
o
:

{
oCt)t-
6
;

oo

30nocr>c0-'0rqz\ i0>1>.<Es
-o

-l(r,z

-)

)

ir
lr,t


